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Perda APBD TA. 2016    

 

 
BUPATI  BANGGAI  LAUT 

PROVINSI  SULAWESI  TENGAH 

 

PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BANGGAI  LAUT 

NOMOR  11 TAHUN  2015 
 

TENTANG 
 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2016 

 

DENGAN RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGGAI LAUT, 
 

   
Menimbang : a. 

 
 
 
 
 
 
b. 
 
 
 
 
 
 
 
c. 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1)    
huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Kepala daerah mempunyai tugas 
menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk 
dibahas bersama; 
bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan 
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
2016  yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta 
Prioritas dan Plafon anggaran Sementara yang telah disepakati 
bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 
09 bulan  Desember tahun 2015; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016; 
 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor  75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 3851); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 
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  4. 

 

 

 

5. 

 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran  

Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5234); 

  9. 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013  tentang Pembentukan 

Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor  20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 557) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

DPRD  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 4712); 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 
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13. 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

16. 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

19. 

 

 

 

 

20. 

 

 

 

 

21. 

 

 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor  65 Tahun  2010 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155); 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

Peraturan Pemerintah  Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Antara  Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4737); 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang 

Tahapan,  Tata  Cara  Penyusunan,  Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 
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22. 

 

 

 

23. 

 

 

 

 

 

 

 

24. 

 

 

 

 

25. 

 

 

 

26. 

 

 

 

27. 

 

 

 

28. 

 

 

 

 

 

29. 

 

 

 

 

 

30. 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4864); 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83  Tahun  2012 

(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2012 Nomor 

195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5351); 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara   Pemberian  dan  Pemanfaatan  Insentif  Pemungutan 

Pajak  Daerah   dan   Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara 

Republik  Indonesia  Tahun  2010  Nomor  119,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5219); 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 

2012  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5334); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas  Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  61  Tahun  2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah; 
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31. 

 

 

 

 

32. 

 

 

 

 

 

 

33. 

 

 

 

34. 

 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan,  Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  32  Tahun  2011 

tentang  Pedoman  Pemberian  Hibah  dan  Bantuan  Sosial 

yang  Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja 

Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011 

Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  64  Tahun  2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 

Akrual pada Pemerintah Daerah  (Berita  Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang 

Pedoman  Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2016; 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BANGGAI LAUT 

dan 

BUPATI BANGGAI LAUT 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut  : 

1. PENDAPATAN DAERAH Rp. 579.715.126.290,-   

2. BELANJA DAERAH Rp. 615.992.067.002,- ( - )  

 Surplus / (Defisit)   Rp. (36.276.940.712,-) 

3. PEMBIAYAAN DAERAH :     

 a.  Penerimaan Rp. 39.457.940.712,-   

 b.  Pengeluaran Rp. 3.181.000.000,- ( - )  

 Jumlah  Pembiayaan Netto   Rp. 36.276.940.712,-

 Sisa Lebih  Pembiayaan  
Anggaran Tahun  Berkenaan 

  Rp. 00,- 
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Pasal 2 

(1)  Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

 a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.  12.498.700.000,- 

 b. Dana Perimbangan sejumlah Rp.  498.994.800.000,- 

 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp.  68.221.626.290,- 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari jenis pendapatan : 

 a. Pajak daerah sejumlah Rp.  2.826.000.000,- 

 b. Retribusi daerah sejumlah Rp.  4.085.000.000,- 

 c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp.  5.586.720.000,- 

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis pendapatan : 

 a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah                          

Rp. 17.682.650.000,- 

 b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.  363.653.690.000,- 

 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.  117.658.460.000,- 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

 a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya 

sejumlah  Rp.  9.435.356.290,- 

 b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.  58.786.270.000,- 

  
 

Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.  226.598.379.974,- 

b. Belanja Belanja Langsung sejumlah Rp.  389.393.687.028,- 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari jenis belanja : 

a. Belanja pegawai sejumlah Rp.  139.277.069.253,- 

 b. Belanja hibah sejumlah Rp.  4.037.500.000,- 

 c. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp.  0,- 

 d. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik 

sejumlah Rp.  80.283.810.721,- 

 f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 3.000.000.000,- 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis belanja : 

 a. Belanja pegawai sejumlah Rp.  30.554.175.000,- 

 b. Belanja Belanja barang dan jasa sejumlah Rp.  137.564.278.982,- 

 c. Belanja Modal  sejumlah Rp.  221.275.233.046,- 
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Pasal 4 

(1)  Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

 a. Penerimaan sejumlah Rp.  39.457.940.712,- 

 b. Pengeluaran sejumlah Rp.  3.181.000.000,- 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

pembiayaan : 

a. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya 

sejumlah  Rp.  39.457.940.712,- 

 b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.  0,- 

 c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.  0,- 

 d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.  0,- 

 e. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.  0,- 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 

pembiayaan : 

 a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.  0,- 

 b. Penyertaan modal (investasi) sejumlah Rp.  3.181.000.000,- 

 c. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.  0,- 

 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

1. Lampiran I Ringkasan Racangan APBD; 

2. Lampiran II Ringkasan Rancangan APBD menurut urusan pemerintahan 

daerah dan organisasi; 

3. Lampiran III Rincian Rancangan APBD menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi rancangan belanja menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, program dan kegiatan; 

5. Lampiran V Rekapitulasi rancangan belanja daerah untuk keselarasan dan 

keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam 

kerangka pengelolaan keuangan negara; 

6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;  

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 

daerah; 

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-

lain; 

11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang 

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun 

anggaran ini; 

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; 

13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. 
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Pasal 6 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 

 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai 

Laut. 

 
 

 Ditetapkan di Banggai,                          
pada tanggal, 31 Desember  2015        

 Pj. BUPATI BANGGAI LAUT, 

 

 TTD 

   

 FURQANUDDIN MASULILI 

 Diundangkan di Banggai,                                                                                                         
pada tanggal, 31 Desember  2015                                                                                       

 Plt. SEKRETARIS DAERAH                                                                                         
KABUPATEN BANGGAI LAUT, 

 

 TTD 

   

           ASWIN  MUSA 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2015  NOMOR 11 

 

 

 

 

 

 

 

NOREG 137 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT, PROVINSI 
SULAWESI TENGAH : (14/2015). 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAUT 

NOMOR  11 TAHUN  2015 
 

TENTANG 

 

ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN  BELANJA  DAERAH 

TAHUN  ANGGARAN  2016 

 
 
 
I. PENJELASAN UMUM 

 
 

Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) pemerintah daerah Kabupaten 

Banggai Laut, dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah 

sebagaimana  telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka timbul hak dan 

kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola  

dalam suatu sistem pengelolaan keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan 

Daerah tersebut merupakan sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan 

negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan 

Daerah. 

 

Peraturan  Daerah  ini  secara  umum  mengacu  pada ketentuan 

dalam Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang  secara  

substansil  lebih menegaskan kedudukan pejabat pembuat komitmen, 

penganggaran tahun jamak, pengaturan pendanaan tanggap darurat 

bencana  dan pengelolaan keuangan  Badan  Layanan  Umum  Daerah.  Serta  

berlakunya  Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Presiden  Nomor Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. Juga telah berlakunya Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan  

ditindaklanjuti dengan  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
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pada Pemerintah Daerah, secara substansi menjelaskan komponen Laporan  

Keuangan  pada   SKPD  yang  semula  hanya  memuat  3  (tiga) laporan, 

sekarang menjadi 5 (lima)  komponen laporan keuangan yaitu : Laporan 

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan 

Ekuitas dan Catatan atas Laporan  Keuangan, sedangkan komponen laporan 

keuangan yang harus disusun oleh SKPKD yang semula 5 (lima), sekarang 

menjadi 7 (tujuh), yaitu : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan  Perubahan 

Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, 

Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.  

 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2016. 

 

 

II.  PENJELASAN  PASAL  DEMI  PASAL 

 

Pasal 1  

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAUT NOMOR  .....   

  




